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I. PENDAHULUAN 

Nama Desa : Bendokaton Kidul 

Kecamatan : Tayu 

Kota/Kabupaten : Pati 

Provinsi : Jawa Tengah 

Tanggal Usulan : 31 Juli 2023 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Pelayanan administratif yang efektif dan efisien di kantor desa merupakan bagian 

integral dari pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat. Di Desa Bendokaton 

Kidul, mengakui pentingnya peran pemerintah desa dalam menyediakan berbagai layanan 

administratif kepada warganya. Namun, saat ini, Desa Bendokaton Kidul menghadapi 

tantangan terkait ketertiban pembayaran pajak di kalangan warga desa. 

 

Perpajakan adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah desa untuk 

membiayai program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah warga yang belum tertib dalam membayar 

pajak. Hal ini telah berdampak pada keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh 

pemerintah desa dalam memberikan layanan administratif secara optimal. 

 

Ketidaktaatan warga dalam membayar pajak bukan semata-mata karena 

ketidakpedulian, tetapi juga karena rendahnya kesadaran akan pentingnya kewajiban 

perpajakan dalam memajukan desa kita. Beberapa warga mungkin tidak menyadari bahwa 

pembayaran pajak merupakan kontribusi mereka untuk membangun dan meningkatkan 

kualitas hidup bersama di komunitas kita yang tercinta. 

 

Untuk mengatasi tantangan ini, muncul usulan peraturan desa yang mewajibkan 

setiap warga desa untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya sebelum memperoleh akses 

ke berbagai layanan administratif di kantor desa. Peraturan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga dalam membayar pajak, sekaligus 

memberikan keadilan dan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat desa. 

 

B. TUJUAN 

 

Tujuan dari usulan rancangan peraturan desa ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga tentang pentingnya membayar pajak 

sebagai kewajiban sosial untuk memajukan desa. 

2. Mendorong keteraturan pembayaran pajak di kalangan warga desa guna meningkatkan 

pendapatan desa untuk pembangunan dan pelayanan publik. 

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administratif di kantor desa dengan 

memastikan bahwa seluruh warga telah menyelesaikan kewajiban pajak mereka. 



II. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dalam usulan rancangan peraturan desa mengenai “SURAT LUNAS PAJAK 

SEBAGAI SYARAT PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KANTOR DESA BENDOKATON 

KIDUL” adalah sebagai berikut: 

1. Pembayaran Pajak: Rancangan peraturan desa ini akan mengatur kewajiban bagi seluruh 

warga desa Bendokaton Kidul untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di tingkat desa. Pajak yang dimaksud mencakup pajak-pajak seperti Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB), pajak waris, pajak perizinan, atau pajak-pajak lainnya yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah desa. 

 

2. Syarat Pelayanan Administratif: Peraturan desa ini akan menetapkan bahwa setiap 

warga desa yang ingin mengakses berbagai layanan administratif di kantor desa, seperti 

pembuatan surat keterangan, izin usaha, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya, harus 

menunjukkan bukti lunas pembayaran pajak. Surat lunas pajak akan menjadi syarat yang 

harus dipenuhi sebelum warga dapat memperoleh layanan tersebut. 

 

 

3. Penyuluhan dan Sosialisasi: Rancangan peraturan desa ini juga akan mencakup upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga tentang pentingnya membayar 

pajak dan kaitannya dengan mendapatkan akses ke pelayanan administratif. Masyarakat 

akan diberikan informasi yang jelas mengenai jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan, cara 

pembayaran, serta manfaat dan dampak positif dari kepatuhan pajak bagi kemajuan desa. 

 

4. Sanksi dan Insentif: Dalam ruang lingkup peraturan desa ini, akan ditentukan sanksi bagi 

warga yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran pajak, seperti denda atau sanksi 

administratif lainnya. Di sisi lain, akan dipertimbangkan pula pemberian insentif atau 

keuntungan bagi warga yang telah menunaikan kewajiban pajak dengan baik. 

 

 

5. Implementasi dan Pengawasan: Usulan rancangan peraturan desa ini akan menjelaskan 

tentang mekanisme pelaksanaan dan pengawasan implementasi peraturan. Hal ini meliputi 

bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengawasi pelaksanaan 

peraturan serta bagaimana masyarakat dapat memberikan masukan dan melaporkan 

pelanggaran terkait peraturan ini. 

 

6. Evaluasi: Ruang lingkup usulan ini juga akan mencakup rencana untuk melakukan 

evaluasi berkala terhadap implementasi peraturan desa ini. Evaluasi akan dilakukan guna 

memantau efektivitas dan dampak peraturan terhadap keteraturan pembayaran pajak, 

perbaikan pelayanan administratif, dan pertumbuhan pendapatan desa. 

 

  



III. MANFAAT DAN DAMPAK 

Manfaat serta dampak yang ditimbulkan dari usulan rancangan peraturan desa mengenai 

surat lunas pajak sebagai syarat pelayanan administratif di kantor desa adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Pendapatan Desa: 

Dengan adanya persyaratan Surat Lunas Pajak sebagai syarat pelayanan administratif, 

diharapkan tingkat kesadaran dan ketaatan warga desa dalam membayar pajak akan meningkat. 

Sebagai akibatnya, pendapatan dari pajak yang terkumpul akan lebih optimal, dan desa dapat 

memiliki sumber pendapatan yang lebih besar untuk membiayai berbagai program 

pembangunan dan pelayanan publik. 

2. Peningkatan Efisiensi Administrasi: 

Dengan persyaratan Surat Lunas Pajak, pelayanan administratif di kantor desa akan menjadi 

lebih efisien. Waktu dan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk melakukan verifikasi 

pembayaran pajak bagi setiap permohonan layanan administratif dapat diminimalisasi. Hal ini 

akan memungkinkan pemerintah desa untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan 

efektif kepada warganya. 

 

3. Mendorong Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Warga: 

Syarat Surat Lunas Pajak akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga tentang 

pentingnya kewajiban membayar pajak. Dengan adanya konsekuensi tidak dapat memperoleh 

layanan administratif jika belum membayar pajak, diharapkan akan ada dorongan bagi warga 

untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. 

 

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: 

Persyaratan Surat Lunas Pajak dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelayanan administratif di kantor desa. Hal ini karena setiap warga harus memiliki bukti 

pembayaran pajak yang sah sebelum mengajukan permohonan layanan. Dengan demikian, 

proses pelayanan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

5. Penguatan Partisipasi Masyarakat: 

Implementasi peraturan ini dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

desa. Melalui sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan desa, 

warga desa akan merasa lebih terlibat dalam proses pembangunan dan pembayaran pajak 

sebagai bentuk kontribusi mereka. 

 



6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik: 

Dengan terpenuhinya syarat Surat Lunas Pajak, layanan administratif di kantor desa 

diharapkan akan mengalami peningkatan kualitas. Warga yang telah membayar pajak akan 

lebih mudah mengakses layanan administratif yang dibutuhkan, dan pemerintah desa dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat. 

 

7. Pembangunan Desa yang Lebih Berkelanjutan: 

Dengan meningkatnya pendapatan desa dan ketaatan warga dalam membayar pajak, 

diharapkan pembangunan desa menjadi lebih berkelanjutan dan terarah. Peningkatan 

pendapatan akan memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk merencanakan dan 

melaksanakan program-program pembangunan yang lebih komprehensif dan berdampak 

jangka panjang bagi masyarakat. 

 

Namun, perlu diingat bahwa implementasi peraturan ini juga dapat menghadapi tantangan, 

seperti upaya meningkatkan kesadaran warga, menjamin keadilan dalam pembayaran pajak, 

dan memastikan pemberian layanan yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat 

desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif dan pendekatan yang berimbang 

untuk memastikan manfaat dan dampak yang positif dari peraturan ini dapat tercapai secara 

efektif. 

  



IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat dari usulan rancangan peraturan desa "SURAT LUNAS PAJAK 

SEBAGAI SYARAT PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KANTOR DESA 

BENDOKATON KIDUL" adalah sebagai berikut: 

 

1. Tujuan Meningkatkan Kesadaran Pajak: Rancangan peraturan desa ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga desa Bendokaton Kidul tentang 

pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi mereka untuk memajukan desa. 

Dengan menerapkan persyaratan Surat Lunas Pajak sebagai syarat pelayanan administratif, 

diharapkan warga akan lebih sadar akan kewajiban perpajakan dan aktif dalam membayar 

pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

2. Optimalisasi Pendapatan Desa: Implementasi peraturan ini diharapkan akan 

meningkatkan tingkat ketaatan warga dalam membayar pajak, sehingga pendapatan desa 

dari pajak dapat meningkat secara signifikan. Pendapatan yang lebih optimal akan 

memungkinkan pemerintah desa untuk lebih efektif dalam melaksanakan program 

pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga desa. 

 

3. Efisiensi dan Transparansi Pelayanan Administratif: Syarat Surat Lunas Pajak sebagai 

persyaratan pelayanan administratif akan membantu meningkatkan efisiensi dan 

transparansi dalam pelayanan di kantor desa. Prosedur verifikasi pembayaran pajak 

sebelum memberikan layanan akan mempercepat proses pelayanan dan mendorong 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. 

 

4. Partisipasi Aktif Masyarakat: Rancangan peraturan ini juga bertujuan untuk mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan menyadari bahwa 

pembayaran pajak merupakan kontribusi mereka untuk memajukan desa, diharapkan 

masyarakat lebih terlibat dalam proses pembangunan dan bersama-sama membangun desa 

yang lebih baik. 

 

5. Tantangan dan Kendala: Implementasi peraturan ini tidak terlepas dari tantangan dan 

kendala, seperti upaya sosialisasi yang intensif untuk mengubah mindset warga terkait 

pajak, pemastian keadilan dalam pembayaran pajak, dan mengatasi potensi resistensi dari 

sebagian warga terhadap peraturan ini. Oleh karena itu, kerjasama dan dukungan dari 

seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa, sangat penting untuk 

berhasilnya implementasi peraturan ini. 

 



6. Langkah Lanjut: Untuk memastikan kesuksesan dan manfaat dari peraturan desa ini, 

diusulkan agar dilakukan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh warga desa dan pemangku 

kepentingan lainnya. Selain itu, pemerintah desa juga harus menyiapkan sarana dan 

prasarana yang memadai untuk memfasilitasi pembayaran pajak oleh warga, serta 

melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan peraturan ini. 

 

Dengan kesadaran dan ketaatan warga dalam membayar pajak yang meningkat, serta 

dukungan aktif dari pemerintah desa dan seluruh masyarakat, diharapkan implementasi 

peraturan "SURAT LUNAS PAJAK SEBAGAI SYARAT PELAYANAN ADMINISTRATIF 

DI KANTOR DESA BENDOKATON KIDUL" akan memberikan manfaat yang signifikan 

bagi kemajuan dan pembangunan desa secara berkelanjutan. 

  



V. PENUTUP 

Dengan ini, kami menyimpulkan bahwa implementasi peraturan desa "SURAT LUNAS 

PAJAK SEBAGAI SYARAT PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KANTOR DESA 

BENDOKATON KIDUL" merupakan langkah yang strategis dan berdampak positif bagi 

kemajuan desa kita. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga 

desa dalam membayar pajak serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan 

desa. 

Kami meyakini bahwa keberhasilan peraturan ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan 

partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, kami 

mengajak seluruh warga desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta semua pemangku kepentingan 

untuk bersama-sama mendukung dan melaksanakan peraturan ini demi kemajuan dan 

kesejahteraan bersama. 

Penting untuk melakukan sosialisasi menyeluruh tentang peraturan ini agar seluruh warga desa 

memahami pentingnya pembayaran pajak dan implikasi dari persyaratan Surat Lunas Pajak 

sebagai syarat pelayanan administratif. Kami berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam 

setiap tahapan implementasi dan mendengarkan aspirasi serta masukan dari seluruh lapisan 

masyarakat. 

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak dalam penyusunan 

raperdes ini. Semoga peraturan ini dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan administratif, pembangunan desa, dan kesejahteraan seluruh masyarakat Desa 

Bendokaton Kidul. 

Dengan tulus, kami berharap bahwa langkah ini akan membawa perubahan positif bagi 

masyarakat desa kita. Mari kita bergandengan tangan, bersinergi, dan berkolaborasi untuk 

membangun desa yang lebih maju, adil, dan berdaya. Semoga kebersamaan ini senantiasa menjadi 

kekuatan kita dalam mencapai cita-cita bersama untuk Desa Bendokaton Kidul yang lebih baik. 


